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BAB III
LANDASAN TEORI TENTANG PENYELESAIAN HUTANG SECARA
TAKE OVER DENGAN AKAD MUSYARAKAH
A. Pengertian Hutang
Manusia hampir tidak pernah lepas dari beban hutang. Ada
kalanya manusia harus berutang dan mengutang, meskipun hanya sekali
dalam hidupnya. Pepatah mengatakan “dunia itu adalah utang atau
piutang”. Jika bukan berbentuk harta dan uang, utang juga bisa
berbentuk hubungan muamalah, bantuan, pemberian dan pengorbanan1.
Hutang adalah kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari
transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa
di waktu yang akan datang. Jika manusia menekuni bisnis pribadi,
jarang sekali muamalahnya bersih dari hutang, yang dalam kondisi
seperti itu dinamakan dengan kemudahan pembayaran, pinjaman,
menjual dengan tidak tunai (kredit), dan riba. Allah SWT mewasiati kita
untuk bertindak sederhana serta tidak berbuat berlebihan dan melewati
batas dalam masalah hutang tersebut2. Allah SWT berfirman dalam Q.S
al-Israa’ ayat 26 dan 27, yaitu:


1 Ali Muhammad Taufiq, Praktik Manajemen Berbasis al- Quran, (Jakarta : Gema











Artinya : “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros
itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah
sangat ingkar kepada Tuhannya”3.
Hutang dan kredit sebenarnya adalah suatu hal yang sama yang
dilihat dari dua sudut pandangan yang berbeda. Keduanya merupakan
kewajiban untuk membayar di masa datang, dan karena uang digunakan
sedemikian luas sebagai suatu standar pembayaran tertunda maka hutang
dan kredit biasanya merupakan kewajiban membayar sejumlah uang
tertentu4.
Dari sudut pandangan orang yang akan menerima pembayaran
tersebut, kewajiban tersebut adalah kredit, tagihan pembayaran terhadap
orang lain. Akan tetapi dari sudut pandangan orang yang berkewajiban
untuk membayar, kewajiban tersebut merupakan suatu hutang. Kiranya
jelaslah bahwa jumlah hutang yang beredar pada suatu saat tertentu
harus sama dengan jumlah kredit yang beredar pada saat itu5.
3 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., h. 388.
4 Stephen M. Goldfeld, Lester V. Chandler, Ekonomi Uang dan Bank, (Jakarta:
Erlangga, 1996), edisi 9, cet. ke-3, h. 37.
5 Ibid.
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B. Pengertian Take Over
Take over terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa
Inggris take dan over. Take mempunyai arti mengambil sedangkan over
diartikan dengan mengalihkan, jadi dapat diartikan pengertian take over
yaitu pengambilalihan. Namun dalam ekonomi Islam take over disebut
hiwalah atau pengalihan/pemindahan hutang. Dalam praktik perbankan
syariah, perkembangan konsep hiwalah diterjemahkan sebagai take over
pembiayaan6.
Take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari
pengalihan hutang terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan
yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah, sedangkan
take over menurut PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru adalah
pemindahan hutang pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah dari
lembaga keuangan konvensional kepada lembaga keuangan syariah.
Sedangkan penyelesaian hutang secara take over dengan akad
musyarakah adalah pemindahan sisa hutang yang dimiliki oleh nasabah
dari lembaga keuangan konvensional ke PT. BRI Syariah Cabang
Pekanbaru yang diselesaikan dengan akad musyarakah, yakni
kesepakatan antara nasabah dan bank syariah bahwa keuntungan dan
resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan7.
6 Irma devita Purnamasari, Suswinarno, Akad Syariah, (Bandung : Kaifa, 2011), cet.
ke-1, h. 122.
7 Dody Eka Putra, Financing Support Manager, PT. BRI Syariah, wawancara,
Pekanbaru, 22 Maret 2013.
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Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah
membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang
telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah yang mana
dalam praktik perbankan disebut dengan take over . Dalam hal ini, atas
permintaan nasabah bank syariah melakukan pengambilalihan hutang
nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah
atau dapat juga menggunakan qardh.
Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank
konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah
dengan bank syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan take
over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over
terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh
bank syariah atas permintaan nasabah8.
Dengan mempertimbangkan bahwa salah satu bentuk jasa
pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah
membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang
telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah, maka
dirasakan bagi lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan
hutang oleh lembaga keuangan syariah.
Untuk alasan itulah Dewan Syariah Nasional memandang perlu
menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.
8 Adi Warman Karim, op.cit., h. 248.
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Akhirnya dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-
MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang yang merupakan hasil pendapat
peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional hari Rabu tanggal 15
Rabiul Akhir 1432 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2002.
C. Take Over Menurut Ekonomi Islam
Dalam dunia perbankan pengalihan hutang disebut dengan take
over namun dalam ekonomi Islam pengalihan hutang disebut dengan
hawalah/ hiwalah.
a. Pengertian Hiwalah
Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah al-intiqal
dan al-tahwil, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka
Abdurrahman al-Jaziri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
hiwalah menurut bahasa ialah pemindahan dari satu tempat ke
tempat yang lain9.
Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah, para ulama
berbeda- beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut :
1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan hiwalah ialah
memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang
kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.
2. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan hiwalah adalah akad yang menetapkan
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), edisi 1,
cet. ke-1, h. 99.
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pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi beban orang
lain.
3. Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa hiwalah ialah pemindahan
kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang
menerima pemindahan10.
Hawalah atau hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak
yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung
(membayar)-nya11. Dalam praktik perbankan, pengertian hiwalah
adalah perpindahan utang atau piutang nasabah (muhal) ke bank
(muhal ‘alaih)12.
Hawalah (al- hiwalah) adalah transaksi pengalihan hutang dari
satu pihak yang berutang (muhil al-ashil) kepada pihak lain yang
akan menanggung/ membayarnya (muhal’alaih)13.
Hiwalah yaitu akad yang mengharuskan pemindahan hutang dari
yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain14.
10 Ibid, h. 100.
11 Muhammad Yusuf, Wiroso, Bisnis Syariah, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011),
edisi 2, cet. ke-1, h. 141.
12 Irma Devita Purnamasari, op.cit., h. 119.
13 Ibid, h. 159.
14 Amir Achmud, Rukmana, Bank Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2010), cet. ke-1, h. 27.
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Hiwalah yakni pemberian peminjaman uang yang bertujuan




2. Tidak boleh menimbulkan riba
3. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.
b. Dasar Hukum Hiwalah
1. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an
Surat al-Maidah ayat 1, yaitu:
 
…..
Artinya : “….hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
itu…”16.







Artinya : “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
15 Yusak Laksamana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah , (Jakarta : PT.
Elex Media Komputindo, 2009), cet. ke-2, h. 11
16 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h. 141.
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berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”17.
Surat al-Israa’ ayat 34, yaitu:
.... ..,

Artinya : “…dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggung jawabannya”18.
2. Hadis Nabi SAW
ثَنَا ُسْفیَاُن َعْن اْبِن َذْكَواَن َعْن اْألَْعَرِج َعْن أَبِي  ُد ْبُن یُوُسَف َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُ َعْنھُ َحدَّ ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َمْطُل اْلَغنِيِّ ظُْلٌم َوَمْن أُْتبَِع َعلَى َملِيٍّ فَْلیَتَّ  بِعَعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah
menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari al
A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi
orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian
hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti
(HR. Shahih Bukhari)”19.
c. Rukun dan Syarat Hiwalah
Menurut hanafiyah, rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan kabul
yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima
hiwalah. Syarat- syarat hiwalah menurut Hanafiyah ialah :
17 Departemen Agama Republik Indonesia, loc.cit.
18 Ibid, h. 384.
19 Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari: Kitab Hawalah, No. 2288 (Beirut: Dar al
Kotob al-Ilmiyah, 1998 M -1419 H), Juz 2, h. 72.
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1. Orang yang memindahkan hutang (muhilf) adalah orang yang berakal,
maka batal hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau
masih kecil.
2. Orang yang menerima hiwalah (rah al-dayn) adalah orang yang
berakal, maka batallah hiwalah yang dilakukan oleh orang yang tidak
berakal.
3. Orang yang dihiwalahkan (mahal’alah) juga harus orang berakal dan
disyaratkan pula dia meridhainya.
4. Adanya hutang muhil kepada muhal alaih20.
Rukun dan hiwalah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12
Tahun 2000 adalah sebagai berikut21 :
1. Muhil, yaitu orang yang berutang
2. Muhal atau muhtal, yaitu orang yang berpiutang kepada muhil
3. Muhal’alaih, yaitu orang yang berutang kepada muhil dan wajib
membayar hutang kepada muhtal.
4. Muhal bih, yaitu hutang muhil kepada muhtal
5. Shighat (sepakat atau ijab qabul).
d. Ketentuan Lain Mengenai Hiwalah
Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pelaksanaan
hiwalah ditentukan sebagai berikut22:
20 Hendi Suhendi, op.cit., h. 101.
21 Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, loc.cit.
22 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,
(Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), cet. ke-1, h. 235.
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1. Para pihak yang melakukan akad hiwalah (pemindahan hutang) harus
memiliki kecakapan hukum.
2. Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia
akan memindahkan hutangnya kepada pihak lain. Persetujuan pemberi
pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang
dimaksud adalah merupakan syarat dibolehkannya akad hiwalah
(pemindahan hutang).
3. Akad hiwalah (pemindahan hutang) dapat dilakukan jika pihak
penerima hiwalah (pemindahan hutang) menyetujui keinginan
peminjam, yaitu peminjam memberitahu kepada pemberi pinjaman
bahwa ia akan memindahkan hutang kepada pihak lain.
4. Hiwalah (pemindahan hutang) tidak disyaratkan adanya utang dari
penerima hiwalah (pemindahan hutang), kepada pemindahan hutang.
5. Hiwalah (pemindahan hutang) tidak disyaratkan adanya sesuatu yang
diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima hiwalah
(pemindahan hutang) sebagai hadiah atau imbalan.
e. Jenis- jenis Hiwalah
Mazhab Hanafi membagi hiwalah dalam beberapa bagian. Ditinjau
dari segi obyek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua:
1. Hiwalah al- haqq (pemindahan hak)
Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak untuk menuntut hutang.
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2. Hiwalah al- dain (perpindahan hutang)
Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang23.
Berdasarkan Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 10/14/DPbs Maret
2008:
“Pemberian jasa pengalihan utang atas dasar hawalah terdiri dari hawalah
muthlaqah dan hawalah muqayyadah. hawalah muthlaqah ialah transaksi
yang berfungsi untuk pengalihan hutang dari pihak yang menimbulkan
adanya dana keluar (cash out) bank. Hawalah muqayyadah ialah transaksi
yang berfungsi untuk melakukan set off (penyelesaian) utang piutang di
antara tiga pihak yang memiliki hubungan muamalah (utang piutang)
melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana
keluar (cash out)”24.
Jadi, jika perpindahan hutang piutang menyebabkan adanya
pembayaran yang dilakukan oleh bank, pengalihan tersebut masuk dalam
kategori hawalah muthlaqah25.
1. Arief selaku seorang pengusaha ekspor impor memperoleh fasilitas
kredit dari bank ABC sebesar Rp. 1 miliar.
2. Karena tertarik pada penawaran yang diajukan oleh bank syariah, arief
telah setuju untuk memindahkan fasilitas kredit yang diterimanya dari
bank ABC tersebut kepada bank syariah.
23 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004), edisi 1, cet. ke-2, h. 221.
24 Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, op.cit., h. 121.
25 Ibid.
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3. Bank syariah melakukan take over fasilitas kredit dari bank ABC
dengan membayarkan sejumlah Rp. 1 miliar (secara hawalah
muthlaqah).
4. Utang piutang antara Arief dan bank ABC menjadi berakhir, kemudian
menimbulkan utang piutang baru antara Arief dan bank syariah.
Untuk contoh kasus tersebut, dalam praktik perbankan syariah,
perkembangan konsep hawalah diterjemahkan sebagai “take over
pembiayaan” dan tidak menggunakan istilah hawalah. Ini karena, apabila
menggunakan konsep hawalah, akad yang digunakan harus berupa akad
tabbaru’26.
Akad tabbaru’ pada prinsipnya merupakan akad tolong-menolong.
Artinya, harus murni bersifat sosial dan tidak boleh mengambil
keuntungan dari peristiwa akad dimaksud. Hal ini kurang cocok dalam
praktik perbankannya karena tentu saja bank mengharapkan adanya
margin tertentu atas suatu peristiwa transaksi perbankan. Oleh karena itu,
dibuatlah istilah perjanjian take over pembiayaan. Jadi dalam praktiknya
(sesuai contoh diatas), antara bank syariah dan Arief dibuatkan akad qardh
sebesar Rp 1 miliar. Dana qardh sebesar Rp 1 miliar tersebut lalu
digunakan oleh Arief untuk melunasi hutangnya pada bank konvensional.
Kemudian antara bank syariah dan Arief dibuatkan suatu skema perjanjian
26 Ibid, h. 122
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tertentu sesuai kepentingan dari Arief sebagai nasabah baru dari bank
syariah27.
Praktik hiwalah kontemporer (take over), akad pemindahan piutang
nasabah (muhil) dari bank konvensional (muhal) kepada bank Islam
(muhal’alaih). Muhil/nasabah meminta muhal’alaih (bank Islam) untuk
membayarkan terlebih dulu utangnya kepada bank konvensional.
Pemindahan hutang ini dilakukan terlebih dahulu dengan qardh. Setelah
itu nasabah menjualnya kepada bank Islam28.
f. Berakhirnya Hiwalah
Akad hiwalah akan berakhir ketika terjadi pembatalan, dan muhal
memiliki hak untuk melakukan penagihan kembali kepada muhil. Menurut
Hanafiyah, ketika muhal’alaih mengalami kebangkrutan, maka akad
dinyatakan berakhir dan hak penagihan beralih kepada muhil. Menurut
Hanabalah, Syafiiyah dan Malikiyah, ketika akad hiwalah telah dilakukan
secara sempurna, hak penagihan dan beban hutang tidak bisa dialihkan
kembali kepada muhil.
Jika muhal’alaih mengalami kebangkrutan dan muhal tidak diberitahu
oleh muhil, maka ia tetap berhak melakukan penagihan terhadap muhil.
27 Ibid.
28 Nurul Huda, Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta :Kencana,
2010), edisi 1, cet. ke-1, h. 106.
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Karena, ia diibaratkan membeli sesuatu yang bersifat mahjul (tidak
diketahui) dan mengandung unsur gharar (ketidakpastian)29.
Perlu dikemukakan bahwa akad hiwalah ini mempunyai jangka waktu
berlakunya. Akad hiwalah akan berakhir apabila 30:
1. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad
hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya
pembatalan akad itu pihak kedua kembali berhak menuntut
pembayaran hutang kepada pihak pertama.
2. Pihak ketiga telah melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak
kedua.
3. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang
merupakan hutang dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga.
4. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk
membayar hutang yang dialihkan itu.
5. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang
mewarisi harta pihak kedua. Dalam hal ini tentu beban hutang pihak
ketiga tersebut diperhitungkan dalam pembagian warisan.
D. Klasifikasi Hutang Nasabah Dalam Take Over
Sebelum bank melakukan take over hutang nasabah, hal yang perlu
diidentifikasi bank syariah adalah jenis hutang nasabah. Dalam pembiayaan
29 Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), cet. ke-2, h. 261.
30 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta:
Kencana, 2010), edisi 1, cet. ke-1, h. 258.
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berdasarkan take over ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah
kepada lembaga keuangan konvensional menjadi dua macam, yakni:
a. Hutang pokok saja (hiwalah)
Hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah
memberikan jasa hiwalah atau pengalihan hutang karena hiwalah tidak
bisa untuk menalangi hutang yang berbasis bunga31. Pemberian
peminjaman uang yang bertujuan untuk menutup pinjaman ditempat/
pihak lain. Dalam praktik perbankan, pengertian hiwalah adalah
perpindahan utang atau piutang nasabah (muhal) ke bank (muhal ‘alaih)32.
b. Hutang pokok plus bunga (qardh)
Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus
bunga, bank syariah memberikan jasa qardh karena alokasi penggunaan
qardh tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis
bunga33. Qardh atau qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan
biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang
seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena
kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian
yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan34.
31 Adiwarman A. Karim, op.cit., h. 249.
32 Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, loc.cit.
33 Adiwarman A. Karim, loc.cit.
34 Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,
2009), edisi 2, cet. ke-1, h. 257.
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Pengertian qardh secara umum adalah penyediaan dana atau tagihan
antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan
dalam jangka waktu tertentu. Namun, qardh memiliki karakteristik
tertentu yang tidak dimiliki oleh skema pembiayaan lainnya, yaitu
perjanjian pinjaman  dengan skema qardh tidak ditujukan untuk transaksi
komersial. Karena itu, qardh sering diistilahkan sebagai pinjaman
kebajikan. Artinya, pinjaman secara qardh semata- mata ditujukan untuk
membiayai kegiatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Oleh karena
itu, dalam pembiayaan dengan menggunakan skema qardh dilarang untuk
ditambahkan dengan biaya apa pun, baik itu berupa margin keuntungan
bagi bank maupun biaya- biaya lain, kecuali biaya administrasi yang
berhubungan langsung dengan pembiayaan tersebut35.
Dalam praktiknya, qardh sering digunakan sebagai akad bridging
atau sebagai jembatan untuk pelaksanaan akad yang lain. Karena sifatnya
yang mudah dan pengembaliannya yang dapat dipenuhi sekaligus (tanpa
ditambahkan biaya apapun), akad ini juga sering digunakan sebagai salah
satu akad dalam proses take over ataupun akad konversi dari sistem
konvensional ke sistem syariah. Pemberian dana talangan dalam bentuk
qardh ini terkadang tidak dituangkan dalam suatu akad yang berdiri
35 Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, op.cit., h. 113.
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sendiri, melainkan disebutkan dalam rangkaian akad selanjutnya. Dalam
qardh ini dilakukan ‘aqd tathawwu’i36.
Opsi untuk konsep Kredit Modal Kerja (KMK) menggunakan
mudharabah atau musyarakah adalah sebagai berikut:
“Yenni merupakan pengusaha dibidang minimarket, yang memperoleh
pembiayaan modal kerja dari bank A dengan plafon kredit sebesar Rp 200
juta. Karena membutuhkan tambahan modal kerja, Yenni mengajukan
proposal kredit sebesar Rp 400 juta kepada bank B (syariah). Bank B
sanggup memberikan plafon sebesar Rp 400 juta tersebut, dan karenanya
hendak melakukan take over atas kredit Yenni yang terdapat pada bank A.
proses take over dilakukan oleh bank B dengan menggunakan akad qardh
untuk melakukan penalangan pelunasan utang Yenni ke bank A.
Selanjutnya antara bank B dan Yenni dibuatkan akad mudharabah (apabila
dananya 100 % dari bank B) atau akad musyarakah (apabila modalnya
sebagian dari bank B dan sebagian dari Yenni pribadi). Sebagai jaminan
pelunasan kewajiban Yenni kepada bank B, Yenni menjaminkan asetnya
berupa tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai minimarket tersebut
dan seluruh stok barang dagangannya. Untuk tanah dan bangunan, akan
diiikat dengan akta pemberian hak tanggungan sementara untuk stok
barang dagangannya diikat dengan akta jaminan fidusia atas stok
barang37”.
36 Ibid, h.116.
37 Ibid, h. 124.
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E. Pengertian Musyarakah
Musyarakah adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di
mana masing-masing pihak bersama-sama menyerahkan dana untuk modal
suatu usaha yang dilaksanakan oleh salah satu pihak. Transaksi musyarakah
dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan
nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama38.
Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai
dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal39.
Musyarakah adalah akad kerja sama atau percampuran antara dua
pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan
produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai
nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama40.
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan41.
38 Dickti Hartanto, op.cit., h. 45.
39 Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, op.cit., h. 92.
40 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta : Zikrul
Hakim, 2004), cet. ke- 2, h. 51.
41 Dimyauddin Djuawaini, op.cit., h.207.
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Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang
bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara
bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih
dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya
baik yang berwujud maupun tidak berwujud42.







Artinya : “ ….dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat
itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain
kecuali orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”43.
Pembiayaan musyarakah dijalankan apabila nasabah mempunyai
modal atau dana untuk melaksanakan pekerjaan proyek, investasi, atau
ekspansi usaha. Hanya saja karena keterbatasan modal maka nasabah
memerlukan suntikan dana dari bank untuk menggenapi kekurangan
kebutuhan modal kerjanya. Komposisi sharing modal kerja antara bank dan
nasabah dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 70%:30%, 60%:40%, dan
42 Adiwarman Karim, op.cit., h. 102.
43 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., h. 150.
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seterusnya. Semakin besar sharing modal yang diberikan, maka semakin besar
pula nisbah bagi hasil yang akan diterimanya44.
F. Rukun dan Syarat Musyarakah
a. Rukun musyarakah adalah:
1. Pihak yang berakad
2. Objek akad/ proyek atau usaha (modal dan kerja)
3. Shighat/ ijab qabul45.
b. Syarat- syarat musyarakah
Beberapa syarat musyarakah menurut Ustman yang dikutip Ascarya,
antara lain:
1. Syarat akad, karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk
oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka
otomatis empat syarat akad yaitu 1) syarat berlakunya akad (in’iqod);
2) syarat sah akad (shahih); 3) syarat terealisasinya akad (nafads); 4)
syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus
memenuhi syarat pelaku akad, akad harus dilaksanakan atas
persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau
penggambaran yang keliru, dan sebagainya.
2. Pembagian proporsi keuntungan, dalam pembagian proporsi
keuntungan harus dipenuhi hal – hal berikut :
44 Yusak Laksamana, op.cit., h. 78.
45 Muhammad Yusuf, op.cit., h. 125.
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(1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus
disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan,
akad tidak sah menurut syariah.
(2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus
ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari
usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.
3. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi
keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam
sebagai berikut :
(1) Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa proporsi
keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang
ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal
yang disertakan.
(2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula
berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
(3) Imam abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-
tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari
proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang
memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya
tidak boleh melebihi proporsi modalnya.
4. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap
mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
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5. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa
modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal
likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan
uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian
modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter
(uang). Tidak ada bagian modal dalam bentuk natura.
6. Manajemen musyarakah. Prinsip normal dari musyarakah bahwa
setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan
bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian para mitra
dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh
salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian
manajemen dari musyarakah. Dalam kasus seperti ini sleeping
partners akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya,
proporsi keuntungannya hanya terbatas proporsi penyertaan modal.
Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing
mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam
semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap
mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua
mitra.
7. Penghentian musyarakah. Musyarakah akan berakhir jika salah satu
peristiwa terjadi, yaitu :
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(1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan
saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain
mengenai hal ini.
(2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih
berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli
warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau
meneruskan kontrak musyarakah.
(3) Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak
mampu melakukan transaksi komersial, maka musyarakah
berakhir46.
Proses menuju penandatanganan akad musyarakah dalam praktik
perbankan47 :
1. Nasabah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan
musyarakah dengan dilengkapi penjelasan mengenai usaha riil yang
dilakukan oleh nasabah bersangkutan.
2. Bank syariah mempelajari proposal yang diajukan oleh nasabah,
kemudian meminta nasabah untuk melengkapi syarat-syarat tertentu,
antara lain :
a) Perjanjian fasilitas yang sudah ditandatangani oleh kedua belah
pihak
46 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), edisi 1,
cet. ke-1, h. 221-223.
47 Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, op.cit., h. 97.
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b) Bukti pembayaran keseluruhan biaya, komisi, dan pengeluaran
yang perlu dilunasi oleh nasabah kepada bank
c) Pembukaan rekening pada bank syariah, yang nantinya akan
digunakan sebagai tempat transaksi usaha nasabah
d) Nasabah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan
mengenai kebenaran seluruh dokumen perusahaan maupun
dokumen usaha yang telah dan/ atau akan diserahkan kepada bank
e) Nasabah diwajibkan untuk mematuhi seluruh janji dan larangan
yang terdapat pada perjanjian musyarakah
f) Kelengkapan dokumen perusahaan ataupun dokumen perorangan
nasabah yang bersangkutan.
(catatan : setiap bank syariah bisa menerapkan syarat standar yang
berbeda)
3. Nasabah dan bank syariah melakukan penandatanganan akad
musyarakah di hadapan notaris atau di bawah tangan.
4. Setelah dilakukan penandatangan, dibuatkan pemberitahuan transaksi.
5. Pencairan pembiayaan musyarakah dari bank syariah dilakukan setelah
proses tersebut selesai. Jumlah pencairan dana merupakan bagian yang
telah disetujui oleh bank sebagai kontribusi dalam kerjasama dengan
usaha nasabah selaku rekan usaha.
G. Macam-macam Musyarakah
Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni
musyarakah kepemilikan (syirkah al-amlak) dan musyarakah akad (syirkah
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al’aqad). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat
atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang
atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi
dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan
aset tersebut48. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan,
dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan
kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan
kerugian49. Musyarakah akad terbagi sebagai berikut:
1. Syirkah mufawadhah, yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua
pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.
2. Syirkah al- inan, yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak
atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.
3. Syirkah wujuh, yakni kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik
dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas atau kepercayaan.
4. Syirkah ‘abdan, yakni kerjasama atau percampuran tenaga atau
profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerja sama profesi).
5. Syirkah al- mudharabah, yakni kerjasama atau percampuran dana antara
pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau
tenaga50.
48 Dimyauddin Djuawaini, op.cit., h. 211.
49 Ibid.
50 Sunarto Zulkifli, op.cit., h. 52.
